PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TRl SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

&é«\;j JIn.Alun - Alun Utara No. 2 PurbalinggaTelp. (0281) 893225, 891012 Ext. 121
= Purbalingga 53311

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
PURBALINGGA
NOMOR 000.6.4.2/ 007 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA SATUAN POLIS| PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2
Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555 / 130 Tahun 2023
tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
Pelaksana Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a
diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Pembentukan Pejabat
Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola
Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik pada
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;

¢ bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat
Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Purbalingga tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pelaksana Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purbalingga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
13);

2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59852);

3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
PURBALINGGA
NOMOR 000.6.4.2/ 007 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2
Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555 / 130 Tahun 2023
tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
Pelaksana Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a
diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Pembentukan Pejabat
Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola
Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik pada
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;

¢ bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat
Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Purbalingga tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pelaksana Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purbalingga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
13);

2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

2008 Nomor 61);

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 37) ;

6 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standard
Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemeerintah
Daerah Purbalingga.

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN  PURBALINGGA  TENTANG  PEMBENTUKAN
SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA [INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN PURBALINGGA.

Membentuk Sekretariat Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi

Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Tugas Sekretariat Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi

Pelaksana sebagaimana pada Diktum PERTAMA membantu PPID

Pelaksana dalam:

1. melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;

2. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah
ditetapkan PPID Pelaksana;

3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;

4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan
Informasi di Badan Publik;

5. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

6. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar
Informasi Publik; dan

7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik
agar mudah diakses oleh publik.



MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

2008 Nomor 61);

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 37) ;

6 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standard
Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemeerintah
Daerah Purbalingga.

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURBALINGGA  TENTANG  PEMBENTUKAN
SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTAS! PELAKSANA PADA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN PURBALINGGA.

Membentuk Sekretariat Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi

Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Tugas Sekretariat Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi

Pelaksana sebagaimana pada Diktum PERTAMA membantu PPID

Pelaksana dalam:

1. melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;

2. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah
ditetapkan PPID Pelaksana;

3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;

4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan
Informasi di Badan Publik;

5. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

6. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar
Informasi Publik; dan

7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik
agar mudah diakses oleh publik.












